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Abstract

This study examines the role of Community Self-Help Facilitators
(Penggerak Swadaya Masyarakat/PSM) in improving the quality of
financial reporting in Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sleman
Regency, Indonesia. The research adopts a qualitative case study
approach, involving observation and in-depth interviews with 34 active
PSMs. Findings reveal that PSMs play a strategic role in assisting
BUMDes in complying with financial reporting standards mandated by
the Ministry of Villages Regulation No. 136/2022. Their supportincludes
providing technical guidance, enhancing accountability, and promoting
transparency in financial management. However, several challenges
were identified, including limited accounting competence among PSMs,
insufficient and irregular training, weak internal governance within
BUMDes, and inadequate local government support. The study
concludes that a holistic approach is needed to improve financial
reporting quality, including continuous training programs for PSMs and
BUMDes managers, formal integration of PSM roles into village
governance systems, the use of digital tools for financial recording, and
stronger multi-stakeholder support.
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Abstrak

Studi ini mengkaji peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sleman, Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, yang melibatkan observasi dan
wawancara mendalam dengan 34 PSM aktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PSM
memainkan peran strategis dalam membantu BUMDes mematuhi standar pelaporan keuangan
yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Desa No. 136/2022. Dukungan mereka meliputi
pemberian bimbingan teknis, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan. Namun, beberapa tantangan teridentifikasi, termasuk kompetensi akuntansi yang
terbatas di antara PSM, pelatihan yang tidak memadai dan tidak teratur, tata kelola internal yang
lemah di dalam BUMDes, dan dukungan pemerintah daerah yang tidak memadai. Studi ini
menyimpulkan bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan, termasuk program pelatihan berkelanjutan bagi PSM dan pengelola BUMDes, integrasi
formal peran PSM ke dalam sistem tata kelola desa, penggunaan perangkat digital untuk
pencatatan keuangan, dan dukungan multi-pemangku kepentingan yang lebih kuat.

Pernyataan kepentingan publik

BUMDes seringkali kesulitan menyusun laporan keuangan standar karena Kketerbatasan
keterampilan akuntansi. Studi ini menyoroti peran penting Fasilitator Swadaya Masyarakat (FSM)
dalam memberikan arahan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan dalam tata kelola dan pembangunan ekonomi
pedesaan.

Kata Kunci: Penggerak Swadaya Masyarakat, BUMDes, laporan keuangan, pemberdayaan
masyarakat, pelatihan kapasitas, tata kelola desa

PENDAHULUAN

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dibentuk sebagai bagian krusial dari upaya pemerintah
untuk mendorong pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan
kapasitas lokal, khususnya di tingkat desa, di mana pembangunan ini sering efektif melalui
pemanfaatan modal sosial yang melibatkan ikatan antarwarga dan koneksi dengan institusi
formal serta kerja sama multipihak (Nalikan et al., 2025). Pendekatan pembangunan lokal yang
berorientasi pada partisipasi masyarakat ini memegang peranan penting dalam mewujudkan
pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas
dan solidaritas kolektif untuk menjamin kelangsungan program (Ahmad & Abu Talib, 2013,
2016). PSM hadir untuk mendorong pendekatan bottom-up melalui keterlibatan masyarakat aktif
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, di mana partisipasi ini, seperti
yang terjadi dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), menghasilkan peningkatan kesadaran dan
komitmen (Sutadi, 2024). Sebagai relawan sosial yang bekerja secara sukarela untuk
mendampingi dan menggerakkan potensi masyarakat agar lebih mandiri, PSM dan relawan sosial
lainnya (seperti yang diorganisir dalam kelompok masyarakat untuk pemberdayaan pemuda)
memegang peran kunci dalam pengembangan masyarakat, meskipun PSM, sebagai posisi
fungsional, menghadapi tantangan dalam pengoptimalan tugas akibat isu penempatan, kurangnya
kompetensi, dan dukungan kepemimpinan yang tidak memadai (Hanafie, 2020; Salim, 2024).
Kementerian Sosial RI telah mengembangkan peran PSM sebagai strategi pemberdayaan
sosial masyarakat, dimana PSM berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup
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masyarakat desa melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan
kesempatan kerja (Kurniasih, 2025), serta mendukung sistem perlindungan anak di Indonesia
melalui pencegahan primer dan intervensi berbasis komunitas (O’Leary et al., 2019). Lebih lanjut,
PSM memiliki potensi strategis untuk mendukung tata kelola keuangan desa, khususnya bagi
BUMDes, melalui pelatihan dalam aspek pelaporan keuangan, manajemen, penggunaan teknologi,
dan penguatan modal sosial (Aji et al., 2025; Rahayu et al., 2024), mengingat fungsi akuntabilitas
BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas teknis yang belum merata. Meskipun mandatnya
besar sebagai agen pemberdayaan, banyak PSM dan pengelola BUMDes menghadapi tantangan
signifikan berupa keterbatasan kompetensi dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan,
penyusunan laporan, dan pemenuhan regulasi, yang berdampak pada inefektivitas operasional
BUMDes (Aji et al., 2025; Fitriani et al., 2024; Kania et al., 2021). Kondisi ini menciptakan celah
penelitian yang penting, yaitu bagaimana kontribusi PSM sebagai agen pemberdayaan dapat
dimaksimalkan untuk mendukung akuntabilitas laporan keuangan BUMDes di tengah
keterbatasan pengetahuan teknis mereka.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa perlunya pelatihan rutin dan terstruktur bagi
PSM untuk menjaga kompetensi. Pelatihan berkelanjutan sangat krusial; misalnya, pendekatan
pembelajaran campuran terbukti efektif meningkatkan kapasitas fasilitator pemberdayaan di
desa wisata karena mengatasi kendala waktu (Sutisna et al., 2024). Program terencana secara
sistematis juga memperkuat kapasitas dan reputasi PSM sebagai agen perubahan (Kaysin et al.,
2024). Lebih lanjut, pelatihan rutin menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat,
sebagaimana ditunjukkan oleh pelatihan pemimpin komunitas yang berhasil mendorong
partisipasi jangka panjang di Meksiko (Rojas Casarrubias et al., 2025). Dengan demikian, riset ini
mempertegas bahwa investasi pada penguatan kapasitas PSM tidak hanya berdampak pada
kualitas laporan keuangan BUMDes, tetapi juga pada keberlanjutan program desa.

Penelitian ini secara strategis diposisikan dalam perdebatan akademik mengenai
community empowerment dan local governance, khususnya untuk menutup gap literatur terkait
peran aktor nonformal (seperti PSM) dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Keberhasilan
tata kelola desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, yang dapat diperkuat
melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan
ekosistem e-partisipasi (Tong etal., 2025). Guna mengoptimalkan peran PSM dan potensi BUMDes
sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, desa perlu mengimplementasikan program
pemberdayaan berbasis kelembagaan, mencakup pelatihan pengelolaan administrasi, keuangan,
hingga pemasaran digital (Sulaiman et al., 2023). Penting ditekankan bahwa semua program
pemberdayaan melalui BUMDes harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk
mencegah penyimpangan (Badaruddin et al.,, 2021).

Penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis kontribusi Penggerak Swadaya
Masyarakat (PSM) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dan mengevaluasi hambatan yang mereka hadapi. Pengelolaan BUMDes yang optimal
membutuhkan pelatihan intensif di bidang pelaporan keuangan, manajemen, dan penggunaan
teknologi agar staf mampu menyusun laporan yang tepat dan akurat (Aji et al., 2025); kehadiran
pendamping seperti PSM terbukti memberikan kontribusi besar pada kualitas laporan keuangan
(Ginanjar et al., 2020). Namun, upaya ini terkendala oleh kurangnya dana pemerintah, yang
mendorong ketergantungan pada program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang sering
kali kurang maksimal (Firdaus et al.,, 2025). Selain itu, efektivitas pemberdayaan menuntut
partisipasi aktif pemimpin lokal dan warga agar intervensi sesuai budaya dan berkelanjutan
jangka panjang (Aisyah et al, 2023). Penelitian ini menawarkan kontribusi lokal dengan
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menyoroti praktik di Kabupaten Sleman. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya terhadap
peran PSM sebagai aktor nonformal desa dalam mendukung tata kelola keuangan BUMDes secara
lebih akuntabel dan berkelanjutan, sebuah topik yang masih jarang disentuh dalam literatur
akademik.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory)

Teori pemberdayaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kekuatan komunitas, sehingga
mampu menjawab Ketidakjelasan dalam praktik dan penelitian. Teori ini meliputi dimensi
psikologis, organisasi, dan komunitas, dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan sosial guna
mendorong perubahan sistemik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Christens, 2019).
Pemberdayaan menjadi konsep utama dalam kebijakan pembangunan, yang berfokus pada
penguatan kapasitas masyarakat di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi era revolusi
industri dan perkembangan setelahnya (Stoeffler, 2018). PSM sebagai fasilitator berfungsi
menghubungkan masyarakat dengan sumber daya, pengetahuan, dan jaringan agar mampu
mandiri dan berdaya. Dalam konteks penelitian ini, teori pemberdayaan dijadikan dasar untuk
merumuskan hipotesis bahwa Kketerlibatan PSM dapat meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan BUMDes melalui transfer pengetahuan dan pendampingan teknis.

Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

Modal sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sumber daya tak berwujud
dari komunitas, nilai-nilai bersama, dan kepercayaan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-
hari (Field, 2004, 2008) Modal sosial memiliki manfaat yang signifikan untuk berbagai hasil
ekonomi dan sosiologis, seperti meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas
(Lieberman, 2019). PSM berperan sebagai penggerak yang membangun jembatan sosial antara
masyarakat dengan lembaga formal seperti pemerintah desa dan BUMDes. Kerangka ini memberi
landasan bagi dugaan bahwa semakin kuat modal sosial yang difasilitasi oleh PSM, semakin tinggi
tingkat akuntabilitas dan transparansi BUMDes. Dengan kata lain, modal sosial dipandang sebagai
variabel mediasi yang menjelaskan mengapa pendampingan PSM dapat berkontribusi pada
peningkatan kualitas laporan keuangan.

Teori Pembelajaran Organisasi

Pembelajaran organisasi merupakan proses yang mencakup pengumpulan pengalaman,
pengembangan rutinitas, serta transfer pengetahuan dalam suatu entitas. Proses ini melibatkan
aktivitas memperoleh, menciptakan, dan menyebarluaskan pengetahuan, disertai dengan
penyesuaian rutinitas organisasi dan adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya yang
mendukung terciptanya pembelajaran secara berkelanjutan (Rojas-Rodriguez, 2020). PSM juga
dapat diposisikan sebagai agen yang membangun kapasitas organisasi melalui pelatihan, transfer
pengetahuan, dan penguatan sistem pelaporan. Teori ini menginformasikan hipotesis bahwa
keberadaan PSM secara sistematis meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes melalui proses
pembelajaran berulang, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga konsistensinya.
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Operasionalisasi Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan, modal sosial, dan pembelajaran organisasi tidak hanya
berfungsi sebagai dasar konseptual, tetapi juga dioperasionalkan dalam proses pengumpulan dan
analisis data. Misalnya, dimensi pemberdayaan masyarakat diukur melalui indikator partisipasi
aktif PSM dalam pelatihan dan pendampingan. Modal sosial dioperasionalisasikan dengan melihat
tingkat kepercayaan, jaringan, dan kerjasama antara PSM, pengelola BUMDes, dan pemerintah
desa. Sementara itu, teori pembelajaran organisasi diterapkan dalam analisis mengenai sejauh
mana praktik pelatihan berulang, transfer pengetahuan, dan rutinitas administrasi keuangan
dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, teori-teori ini tidak hanya menjelaskan hubungan

antarvariabel, tetapi juga menjadi panduan sistematis dalam menginterpretasi temuan penelitian.
Adapun kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kualitas Laporan
Peran PSM Peningkatan Kapasitas Keuangan BUMDes
(Pendampingan, Pelatihan Pengelola BUMDes (Kepatuhan Standar,
Konsultasi, Monitoring) (Pemahaman Akuntansi, Ketepatan Waktu,
Keterampilan TI, Administrasi) Transparansi,
Keandalan)
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Kompetensi Dukungan Akses & Kualitas Penggunaan
Pengelola BUMDes Pemerintah Daerah Pelatihan Teknologi Informasi

— Pengaruh utama === Faktor pendukung
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Gambar 2. Kerangka penelitian
Sumber: olahan penulis (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus (Trainor & Graue, 2013;
Whitley, 2008). Pendekatan kualitatif difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap
fenomena sosial menggunakan data non-numerik, sementara studi kasus memungkinkan
eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa kasus dalam situasi kehidupan nyata (de Vries,
2020; Glette & Wiig, 2022; Quintdo et al., 2020; Ratnasari & Sudradjat, 2023). Studi kasus ini
dipilih karena kemampuannya menangkap dinamika kompleks dengan menggabungkan beragam
sumber data (de Vries, 2020; Ratnasari & Sudradjat, 2023). Secara spesifik, pendekatan ini
bertujuan memahami secara mendalam peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam
merespons dan menerapkan materi pelaporan keuangan BUMDes dalam konteks nyata di
lapangan, serta menangkap persepsi dan makna yang dibangun oleh para PSM.

Lokasi dan obyek penelitian

Penelitian studi kasus ini berlokasi di Kabupaten Sleman karena memiliki jumlah PSM yang
signifikan dan aktif dalam program pembangunan. Objek utama penelitian adalah 34 orang
Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) minimal
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dua tahun pengalaman mendampingi pemberdayaan, (2) terlibat aktif dalam penyusunan laporan
keuangan BUMDes, dan (3) bersedia diwawancarai. Pengumpulan data dilakukan selama enam
bulan (Juli-Desember 2024) melalui observasi langsung aktivitas pendampingan dan wawancara
mendalam semi-terstruktur. Wawancara, yang berlangsung 60-90 menit per responden,
dilakukan tatap muka atau daring hingga mencapai titik saturasi data, yaitu ketika tidak ada lagi
informasi baru yang diperoleh.

Prosedur analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman yang
mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau
verifikasi yang berlangsung secara simultan (Liza & Wahyuni, 2023; Sjamsir & Ani, 2021). Pada
tahap reduksi data, informasi dari observasi dan wawancara terhadap 34 Penggerak Swadaya
Masyarakat di Kabupaten Sleman diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai tujuan
penelitian. Proses ini dilakukan melalui thematic coding, yaitu memberi kode pada data relevan,
mengelompokkan ke kategori utama (peran PSM, tantangan, strategi pendampingan), dan
mengembangkan tema secara iteratif dengan membandingkan data antarresponden. Data yang
telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan bagan untuk
mengidentifikasi pola serta hubungan yang muncul. Tahap akhir meliputi penarikan kesimpulan
dan verifikasi melalui pengecekan ulang hasil observasi dan wawancara serta triangulasi.
Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, peer
debriefing, dan pencatatan audit trail untuk menjaga transparansi proses penelitian.

HASIL DAN DISKUS

Hasil penelitian diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan 34 Pendamping
Sosial Masyarakat (PSM) yang terlibat dalam program pemberdayaan desa. Diskusi difokuskan pada
pemahaman PSM terkait tugas pendampingan, bentuk dukungan yang diberikan kepada pengelola
BUMDes, serta tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar
Kepmendes No. 136/2022. Selain itu, dibahas pula sejauh mana pendampingan berkontribusi
dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola keuangan BUMDes,
serta faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Temuan tersebut dianalisis dengan
merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat, modal sosial, dan pembelajaran organisasi sebagai
dasar kajian.

Sebagian besar PSM (sekitar 70%) menyatakan mengalami kesulitan pada tahap awal
penyusunan laporan keuangan karena keterbatasan pengetahuan teknis, sedangkan 30% lainnya
merasa terbantu melalui bimbingan teknis yang pernah diikuti. Variasi pengalaman ini
terkonfirmasi melalui kutipan langsung dari responden. Ada PSM yang mengaku awalnya bingung
memahami format laporan keuangan BUMDes, namun mulai memahami setelah mengikuti
bimbingan teknis dua kali. Sebaliknya, terdapat pula responden yang menilai materi bimbingan
teknis terlalu cepat sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif.

Temuan lain menunjukkan adanya perbedaan strategi dalam proses pendampingan. Sekitar
40% PSM memilih fokus pada pencatatan transaksi sederhana terlebih dahulu, sementara 60%
lainnya langsung mencoba menyusun laporan secara penuh. Hal ini menggambarkan variasi
pendekatan dalam menginternalisasi materi pelaporan keuangan.
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Meskipun mayoritas responden mengakui manfaat bimbingan teknis, masih ditemukan
perbedaan persepsi mengenai kelayakan materi. Sebagian menilai materi sudah cukup
komprehensif, sementara sebagian lainnya merasa masih terdapat kesenjangan antara teori dan
praktik di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas bimbingan teknis belum
sepenuhnya merata di antara peserta. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Berdasarkan Kepmendes No. 136
Tahun 2022

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (PDTT) Nomor 136 Tahun 2022 pada 2 Desember 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa, BUM Desa Bersama, dan BUM Desa Bersama Lembaga
Keuangan Desa, seluruh BUMDes diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai
ketentuan tersebut. Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas
dan transparansi keuangan di tingkat desa, yang sebelumnya dihadapkan pada berbagai kendala
administratif dan teknis.

Melalui regulasi tersebut, setiap BUMDes wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan
pedoman yang mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK). Standar pelaporan ini
mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah disesuaikan dengan karakteristik
BUMDes sebagai entitas ekonomi desa. Penerapan ketentuan ini diharapkan dapat mendorong
tersedianya sistem pencatatan keuangan yang lebih tertib dan mampu menyajikan informasi
keuangan secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Kepmendes No. 136/2022 membawa konsekuensi bagi pengelola BUMDes,
baik terkait kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan maupun kebutuhan
terhadap pelatihan dan pendampingan. Namun demikian, pedoman ini juga memberikan peluang
bagi BUMDes untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha desa serta memperkuat
hubungan kerja sama dengan pihak eksternal. Dengan demikian, penerapan keputusan tersebut
tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi tata kelola keuangan
yang lebih baik dan berkelanjutan di lingkungan BUMDes.

Keterbatasan Kapasitas Bendahara BUMDes dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pada umumnya, pengelola BUMDes di Kabupaten Sleman, khususnya bendahara, tidak memiliki
latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau ekonomi sehingga mengalami kesulitan dalam
penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam
pengelolaan keuangan BUMDes, meskipun keberadaan BUMDes telah menjadi instrumen penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketiadaan dasar pengetahuan akuntansi menyebabkan proses penyusunan laporan
keuangan sering dilakukan secara sederhana, tidak sistematis, dan belum mampu
menggambarkan kondisi keuangan secara utuh. Hambatan ini berdampak pada aspek
transparansi dan akuntabilitas, serta memengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, kualitas pelaporan yang kurang optimal
juga berimplikasi pada terbatasnya akses BUMDes terhadap peluang pendanaan maupun kerja
sama dengan pihak eksternal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas
pengelola melalui pelatihan teknis, pendampingan oleh tenaga profesional, serta penyediaan
sistem pelaporan keuangan yang mudah diakses dan diterapkan. Upaya ini tidak hanya ditujukan
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untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola dan
kemandirian BUMDes sebagai entitas usaha desa yang profesional.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa
sebagian besar pengelola BUMDes, termasuk bendahara, tidak memiliki latar belakang pelatihan
formal di bidang akuntansi atau manajemen keuangan, sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan kurang berkualitas (Ginanjar et al., 2020; Kartikasari et al., 2024). Afrizal et al. (2023)
menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan dukungan pihak eksternal berperan
penting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan BUMDes. Namun demikian, bantuan yang
tersedia sering kali kurang memadai atau belum dimanfaatkan secara optimal. Pelatihan dan
program peningkatan kapasitas masih sangat dibutuhkan, meskipun ketersediaannya terbatas
dan sulit diakses oleh pengelola BUMDes.

Laporan Keuangan BUMDes yang Belum Mengacu pada Standar

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) karena mencerminkan kondisi keuangan, kinerja usaha, serta menjadi dasar
pengambilan keputusan bagi pengelola dan pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya,
banyak laporan keuangan BUMDes belum disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
Penyusunan laporan umumnya dilakukan secara sederhana dan manual tanpa format baku yang
memadai, sehingga menimbulkan kesulitan dalam membaca, menilai, dan melakukan audit atas
informasi keuangan yang disajikan.

Ketidakterstandarisasian laporan keuangan BUMDes dipengaruhi oleh rendahnya
pemahaman akuntansi di kalangan pengelola, keterbatasan pelatihan teknis, dan minimnya
pendampingan profesional. Kondisi ini menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak lengkap, tidak
konsisten, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dampaknya terlihat pada rendahnya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta berkurangnya kepercayaan
masyarakat dan mitra kerja terhadap kinerja BUMDes. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian
Kartikasari et al. (2024) yang menyatakan bahwa minimnya pemahaman dan keterampilan
terkait standar akuntansi mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan
keuangan. Sebagian besar pengelola tidak memiliki kompetensi yang memadai di bidang
akuntansi dan pengelolaan keuangan, sehingga menyulitkan pencapaian standar dalam
pelaporan.

Dengan demikian, upaya penyeragaman laporan keuangan BUMDes menjadi penting
untuk dilakukan. Dibutuhkan panduan pelaporan yang sederhana namun sesuai dengan prinsip
akuntansi dasar, pelatihan rutin bagi pengelola keuangan desa, serta dukungan sistem digital yang
dapat memudahkan proses pencatatan dan pelaporan. Selain itu, peran pendamping sangat
penting dalam memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan. Pendampingan yang efektif
diyakini mampu meningkatkan mutu laporan keuangan melalui dukungan teknis yang diperlukan
(Ginanjar et al., 2020).

Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Di beberapa wilayah, masih terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengalami
kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara mandiri karena keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia, terutama dalam pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan yang
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sistematis. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian BUMDes memilih melibatkan pihak ketiga
dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Namun, keterlibatan pihak ketiga tidak selalu menjamin kualitas laporan yang dihasilkan.
Dalam beberapa kasus, pihak ketiga tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai
aktivitas operasional dan struktur keuangan BUMDes. Kondisi tersebut menyebabkan data serta
informasi dalam laporan keuangan tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi keuangan
sebenarnya. Hal ini menjadi persoalan karena laporan keuangan berfungsi sebagai dasar
pengambilan keputusan dan alat pertanggungjawaban publik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ginanjar et al. (2020), Setiyawati et al. (2023),
dan Sudarlan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dapat membantu
meningkatkan mutu laporan keuangan, tetapi tidak secara otomatis menjamin hasil yang optimal.
Kualitas pelaporan tetap ditentukan oleh beberapa faktor, seperti pemahaman terhadap standar
akuntansi, pendidikan dan pelatihan pengelola, sistem pengendalian internal, pemanfaatan
teknologi informasi, serta komitmen organisasi.

Ketidaksesuaian dalam laporan keuangan berdampak pada rendahnya tingkat kewajaran
dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes. Ketika laporan tidak mencerminkan kondisi
operasional secara faktual, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dapat
menurun. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk meningkatkan kapasitas internal dalam
bidang akuntansi dan memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan secara objektif, akurat, dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbatasan Akses Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengelola BUMDes

Peluang bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperoleh pelatihan dalam
penyusunan laporan keuangan masih sangat terbatas. Kondisi ini terutama dialami oleh
bendahara atau staf keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi
atau ekonomi. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengelola BUMDes mengalami kesulitan
dalam memahami prinsip dasar akuntansi, menyusun laporan keuangan secara sistematis, serta
menerapkan standar pelaporan yang berlaku.

Faktor yang memengaruhi minimnya kesempatan pelatihan antara lain keterbatasan
program pendampingan berkelanjutan dari lembaga pembina, rendahnya alokasi anggaran untuk
pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta lokasi geografis desa yang
jauh dari pusat pelatihan. Selain itu, pelatihan yang tersedia umumnya bersifat jangka pendek,
tidak dilaksanakan secara rutin, dan kurang sesuai dengan konteks operasional BUMDes.
Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh tidak mudah diterapkan secara efektif dalam pengelolaan
keuangan sehari-hari.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan BUMDes, baik dalam
aspek akurasi, transparansi, maupun akuntabilitas. Padahal, laporan keuangan yang baik
merupakan indikator penting dalam menilai kinerja BUMDes dan membangun kepercayaan
masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah, lembaga
pendamping, dan institusi pelatihan untuk memperluas akses pelatihan yang berkualitas,
berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pengelola BUMDes di lapangan.

Tata Kelola BUMDes yang Belum Optimal sebagai Hambatan Pemenuhan Standar Laporan
Keuangan

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berjalan secara optimal menjadi
hambatan utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
Lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan,
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serta tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi manajerial dan operasional menyebabkan
proses pencatatan dan pelaporan keuangan tidak tertib. Ketidakteraturan ini berdampak
langsung pada kualitas laporan keuangan, baik dari segi akurasi maupun kelengkapan.

Selain itu, minimnya dokumentasi transaksi, ketidakjelasan alur keuangan, dan
rendahnya tanggung jawab dalam pelaporan turut memperburuk kondisi tersebut. Ketika tata
kelola tidak mengatur secara tegas prosedur administrasi dan keuangan, setiap transaksi berisiko
tidak tercatat dengan benar atau bahkan tidak tercatat sama sekali. Akibatnya, laporan keuangan
sulit disusun secara sistematis, dan berbagai unsur penting dalam standar pelaporan seperti
keterandalan data, relevansi informasi, dan prinsip kewajaran yang tidak dapat terpenubhi.

Situasi ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola BUMDes tidak hanya berdampak
pada aspek manajerial, tetapi juga sangat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena
itu, pengelola BUMDes perlu memahami prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan tata kelola yang kuat, setiap
proses keuangan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga penyusunan laporan keuangan
menjadi lebih mudah, akurat, dan sesuai standar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia
terdapat banyak pihak yang berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan desa. Keterlibatan
berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kelembagaan desa. Peran ini tidak hanya
berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga
nonpemerintah, serta tenaga fungsional yang ditempatkan secara khusus di tingkat desa.

Salah satu pihak yang memiliki kontribusi signifikan adalah pejabat fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat (PSM). Keberadaan PSM di desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat
dalam mengelola potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi aktif. Tugas
mereka mencakup berbagai aktivitas pembangunan desa, antara lain pemberdayaan masyarakat,
penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan dalam perencanaan pembangunan yang
partisipatif.

Meskipun tugas PSM luas dan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas perdesaan, mereka
juga memiliki peran strategis dalam pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PSM
menjadi mitra penting dalam memastikan BUMDes berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,
termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan
kebutuhan BUMDes untuk memiliki sistem keuangan yang tertib agar mampu bersaing dan
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya
berupa pengawasan, tetapi juga edukasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan
keuangan. Dengan dukungan tersebut, pengelola BUMDes dapat meningkatkan pemahaman
mengenai standar akuntansi dan praktik pelaporan yang benar, mengingat sebagian besar
pengelola tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Oleh karena itu, sinergi
antara PSM dan BUMDes menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa
yang profesional dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori modal sosial. Jejaring antar-
PSM dan interaksi dengan fasilitator pelatihan berperan dalam memperkuat pemahaman materi.
Modal sosial berupa kepercayaan dan kerja sama antar-PSM mempermudah proses berbagi
pengetahuan, sehingga PSM yang memiliki keterbatasan kemampuan dapat belajar dari rekan
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sejawatnya. Selain itu, temuan ini selaras dengan teori pembelajaran organisasi. Bimbingan teknis
berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran kolektif, di mana PSM tidak hanya menyerap
informasi baru, tetapi juga membangun pemahaman bersama melalui praktik dan diskusi
lapangan. Pelatihan yang dilakukan secara berulang dapat mempercepat proses pembelajaran
kelembagaan pada tingkat komunitas.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain
keterbatasan sumber daya seperti waktu pelatihan yang singkat, resistensi dari sebagian aparat
desa, serta faktor sosial budaya berupa perbedaan latar belakang pendidikan PSM. Hambatan
tersebut perlu menjadi perhatian apabila program bimbingan teknis akan diperluas ke wilayah
lain.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup
wilayah Kabupaten Sleman sehingga hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya mewakili kondisi di
daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Jumlah partisipan yang terbatas, yaitu 34 PSM,
juga membatasi kemampuan generalisasi temuan penelitian ini. Selain itu, penggunaan
pendekatan kualitatif tidak memungkinkan pengukuran dampak secara kuantitatif, sehingga hasil
yang diperoleh bersifat deskriptif dan interpretatif.

Keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan data sekunder yang sangat bergantung
pada kelengkapan dokumen dan keterbukaan responden. Durasi penelitian yang relatif singkat,
yakni enam bulan, juga belum dapat menggambarkan dampak jangka panjang pendampingan
PSM terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan BUMDes.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) memiliki peran
strategis dalam mendukung penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
khususnya dalam pemenuhan standar yang diatur dalam Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022.
Kehadiran PSM dapat menjembatani keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes yang umumnya
tidak memiliki latar belakang akuntansi dan manajemen keuangan. Melalui pendampingan, PSM
memberikan edukasi, bimbingan teknis, serta mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, efektivitas peran PSM masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti
keterbatasan kompetensi PSM di bidang akuntansi, pelatihan yang bersifat sporadis dan
berjangka pendek, lemahnya tata kelola internal BUMDes, serta terbatasnya dukungan dari
pemerintah daerah. Keterlibatan pihak ketiga juga tidak selalu menjamin akurasi dan kewajaran
laporan keuangan, karena minimnya pemahaman terhadap karakteristik dan operasional
BUMDes.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes, diperlukan pendekatan yang
holistik. Strategi yang direkomendasikan meliputi: (1) pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi
PSM dan pengelola BUMDes; (2) penguatan peran PSM dalam sistem tata kelola desa secara
formal; (3) pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan keuangan; dan (4) dukungan
multipihak, baik finansial maupun nonfinansial, agar proses pendampingan dapat berjalan secara
efektif. Dengan penerapan strategi tersebut, pengelolaan BUMDes diharapkan menjadi lebih
profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal

terhadap pembangunan ekonomi desa.
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